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SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6515);



10.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6515);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 683);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
Nomor 1);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021
Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2022 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2023 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Per 31 Desember 2023 berupa laporan
keuangan yang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (Ip-sal);
c. neraca;

d. laporan operasional,

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, dan
Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
sebagai berikut:

a. pendapatan Rp 2.518.052.663.988,75
b. belanja dan transfer Rp 2.528.311.404.034.00
c. surplus/(defisit) Rp (10.258.740.045,25)
d. pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan Rp 97.587.941.949,85

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

Pembiayaan Netto Rp 97.587.941.949,85
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp46.837.158.705,25 (Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh
Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Koma Dua
Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp 2.564.889.822.694,00
2. Realisasi Rp 2.518.052.663.988,75
Selisih lebih/(kurang) Rp 46.837.158.705,25

selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp134.189.493.940,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh
Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat
Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja dan transfer setelah

perubahan Rp 2.662.500.897.974,00
2. Realisasi Rp 2.528.311.404.034,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 134.189.493.940,00
selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

(Rp87.352.335.234,75) (Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua
Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Koma
Tujuh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Surplus/defisit setelah
perubahan (Rp (97.611.075.280,00)
2. Realisasi (Rp (10.258.740.045,25)
Selisih lebih/(kurang) (Rp (87.352.335.234,75)




d.

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp23.133.330,15 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus
Tiga Puluh Koma Lima Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp 97.611.075.280,00
2. Realisasi Rp 97.587.941.949,85
Selisih lebih /(kurang) Rp. 23.133.330,15

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 (Nol) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
selisih  anggaran dengan  realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp23.133.330,15 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus
Tiga Puluh Koma Lima Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp 97.611.075.280,00

2. Realisasi Rp 97.587.941.949,85

Selisih lebih/(kurang) Rp 23.133.330,15
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp 97.680.842.580,50
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan

pembiayaan tahun berjalan Rp 97.587.941.949,85
c. subtotal (a-b) Rp 92.900.630,65

sisa lebih /kurang pembiayaan

anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 87.329.201.904,60
e. subtotal (c+d) Rp 87.422.102.535,24

koreksi kesalahan pembukuan

tahun sebelumnya Rp (92.900.630,65)
g. lain-lain Rp 0,00
h. saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f+g) Rp 87.329.201.904,60

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ sebagai berikut:
a. jumlah aset Rp 3.521.213.717.344,35
b. jumlah kewajiban Rp 75.136.238.357,27
c. jumlah ekuitas dana Rp 3.446.077.478.987,08



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai
berikut:

a. jumlah pendapatan Rp 2.677.984.568.986,91
b. jumlah beban Rp 2.600.148.347.465,47
c. jumlah surplus/defisit dari operasi (a-b) Rp 7.7836.221.521,44
d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan

non operasional Rp 20.734.766.273,17
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa

(c+d) Rp 98.570.987.794,61
f. pos luar biasa Rp 0,00
g. surplus/Defisit LO (e+f) Rp 98.570.987.794,61

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai
berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun

2023 Rp 97.930.747.248,29
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 291.567.251.266,75
c. arus kas dari aktivasi investasi Rp 301.825.991.312,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp 229.976.812,85)
f. saldo kas akhir per 31 Desember

Tahun 2023 Rp 87.442.030.390,19

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f
sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp 3.313.293.447.935,17
b. surplus/defisit LO Rp 98.570.987.794.61
c. dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar Rp 34.213.043.257,30
d. ekuitas akhir Rp 3.446.077.478.987,08
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.
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Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Laporan Operasional (LO);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan,;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyisihan piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi
pengurangan aset tetap daerah;

penambahan dan

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari:

a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

c. ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Agustus 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (1,22/2024)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,
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M.MURYANTO,SH
Nip. 19661005 200212 1 003




